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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

disebutkan bahwa Negara menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran

Dasar Negara Republik:

1945) yang bertk L{h’)‘/i:

“ Tiap-tiap warg 3 : an penghidupan yang
layak bagi kemant

Hal ini menunjukkan bahiva tic

ga negara Indonesia berhak untuk
memiliki pekerja n kebutuhan ini
berbanding lurus denga Syarakat dapat dikatakan

'@g J@:N’ ebutuhannya secara layak
f N

asyarakat itu sendiri.

sejahtera apabila tiap-tiap

&L

dan pantas sesuai-‘déngan_.standa asikemam
N\ s

Sejahtera berarti pemerataan. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai

kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan

tersebut manusia harus bekerja'. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal

5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan). Pasal 5 yaitu :

'Zainal Asikin, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
him 1



“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi

untuk memperoleh pekerjaan”.

Sedangkan Pasal 6 nya berisi :

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi oleh pengusaha”.

Subjek hukum dalam suatu hubungan kerja dapat diklasifikasikan sebagai :2

1. Buruh dan Majikan
2. Organisasi buruh
3. Organisasi Majikan

4. Pemerintah (penguasa)

?Ibid, HIm 39



5. Pengawasan

Objek hukum dalam suatu hubungan kerja adalah pekerjaan yang berupa
isi perintah dari pengusaha kepada pekerja/buruhnya sendiri. Hubungan kerja

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Yang dimaksud perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan

adalah :
- UN\VERSITAS ANDALAS -
“Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengu pemberi kerja
yang memuat syarat-syara ak, wajiban para pihak”.

Syarat-syarat minimal da

~ Nama dan aldma
. L*f*-'ljanggal muls @

4.

/4
o m' ‘@” uhi Ia kebutuhannya.

Manusia dalam hidupn
Kebutuhan hidup o;‘.f bervariasi, sedikit atau-b

tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang

anyaknya adalah relatif

tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu

tertentu setelah ia bekerja.

Dalam pemenuhan kebutuhan, seseorang yang bekerja atau menggeluti

suatu pekerjaan harus mendapatkan upah (pemenuhan hak dan kewajiban) dari

®Ibid, him 65



pekerjaan yang telah ia lakukan. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU
Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja terhadap
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan®. Upah sendiri dapat dibedakan

menjadi 2 jenis, yaitu upah tetap dan upah tidak tetap. Upah tetap sendiri

merupakan pembayaran teratur berkaitan-dengan_pekerjaan yang diberikan secara
1VERSITAS ANDAL.A =
eluarganya yang dibayarkan réaqna n dengan upah

tetap untuk bu

pokok. Upah t[jak tetap adalah g secara Iéﬁung atau tidak

langsung berkaitan denga bersamaan dengan upah

pokok.”

Pemerintah memberikam perhat enuh pada upah. Berdasarkan

stiap_pekerja/buruh  berhak

ketentuan Pasa
memperoleh pehghasilan yang memen ang layak bagi

kemanusiaan. Uﬂ_\ dkan,_penghasi gi kemanusiaan

sebagaimana  yang ‘ sil " . erin ah menetapkan
\Tl K /BAX \N"
kebijakan pengupahan yang meﬁﬂx |frﬁk pekerja/buruh Adapun bentuk

kebijakan tersebut sesuai Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah :°

1. Upah minimum
2. Upah keja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

*Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Bogor : Ghalia Indonesia, him 86
*http://bibinggo.wordpress.com/komponen-komponen gaji
®Hardijan Rusli, Op.Cit.hIm 90
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4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan hal lain diluar pekrjaan
5. Upah dalam menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

6. Bentuk dan cara pembayaran upah

7. Denda dan potongan upah

8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

10. Upah untuk pembayaran-pesangon
NWERSITAS ANDA
ntuk-perhitungan pajak pengha

11. U

Dalam pa%berian up "‘:"'3-1,“ ilah UMP (Upah Minimum

Provinsi) yang!dimana ejumlah inal ftertentu sebagai
~ N

standarisasi pe

berian e saha. Ketentuan upah

minimum diat r dalam Pasa

agakerjaan.. Upah minimum

d dalam nacal 1

sebagaimana di

1. U kabupaten/kota.

wilayah

Upah minimum sebagaimana yang dimaksud diatas diarahkan pada
pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum sebagaimana yang disebut
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota. Baik swasta maupun PNS

sekarang sudah diberlakukannya sistem UMP (Upah Minimum Provinsi) dalam

"Lalu Husni, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada,
Him 148



segala aspek®. Yang dalam hal ini harus ditaati atau dipenuhi oleh para pengusaha.
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah
ditentukan. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sebagaimana yang
tercantum diatas, maka dapat dilakukan penangguhan®. Peraturan dan kebijakan
pemerintah ini diberlakukan semata-mata untuk memberi peningkatan yang baik

bagi kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

agaimana penyelesaian

nyﬂ adang terjadi
=

emberi euntungan bagi

Dan dalam_hal.-ini

i ;
sengketa pem mn ‘upah.

penyimpangan Lng dilak

Karena dalam Apraktlk

—
‘ Ny N

diri mereka sendiri . L il S

”~ AN

Dalam bekerja, adabebgray atikan, antara lain :

1. Pengarahan dan pene

2. Hubu c,\

3. Perliniu gan.Keame
. .

4. Perlindungan kese % %

5. Jaminan sm ‘,,_,,_ agakerjaan

Perselisihan atau disebut pula sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut

conflict atau dispute merupakan suatu akibat yang terjadi dari hubungan antar
manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Perselisihan

®http;//m.liputan6.com/tag/pengangguran
® Asri Wijayanti, 2012, Hak Membentuk Serikat Buruh, Jakarta : Revka Petra Media, him
43



Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisinan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sehubungan dengan adanya

perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam hal

ini penulis mengambil studi_kasus-terhadap-penyelesaian sengketa pembayaran
. 1VERSITAS ANDAL
upah pada PT ﬁia as-Merapi Timber dengan™pe 3/Pdt.Sus-
PHI/2014/PN.Pdg. Perkara te selisihan yang tejadi antara
Para Pekerja dengan Pi kasus tersebut
untuk dikaji lebih lanju angsung lama dalam
penyelesaianny. kasus| tersebut belum
inkracht. Konsekuensinya bebe PT. Andalas Merapi Timber tidak

mendapatkan ha \ rja berupa upah/gaj
sudah disebutkan "-..v / ilyar Tiga Ratus

2ngan total yang

Sembilan belas Jutz apan Ratus Ena '. ujuh Rupiah). Hal
- R K\‘DJ’AAN c,* .
ini tentu saja sangat-berte , engan Unda Tang-Ketenagakerjaan dan

jelas terdapat penyimpangan terhadap hak-hak tenaga kerja.

Hal diatas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara
menyeluruh. Maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam
skripsi yang berjudul: STUDI KASUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PEMBAYARAN UPAH PADA PT. ANDALAS MERAPI TIMBER.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian akan memberikan

batasan masalah, adapun permasalahan yang ingin dibahas adalah :
1. Bagaimana posisi kasus PT. Andalas Merapi Timber?
2. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini?

C. Tujuan Penelitian
- UN\\]ERSITAS ANDAL 5 g
Sesuai | dengan-masalah yang akan diteliti da f: itian ini, maka

tujuan pe 'tiah adalahssek ,
) p 'Fh o ,,,ﬂ
= “A -~
-~ -
— -~ ~ -
1. Untuk mengeta Q Apndalas.V pi Timber.

1

2. Untuk

mengetahui pedye ngg‘a}s at ini.

Manfaat penelitian

Dari pe ahfaat yang dapat

diambil, yaitu' 4

< >
1. Manfaat secara @@ imban pemikiran yang
diharapkanlm pat

ilmu Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan perselisihan

herguna bagi perkembangan-itmu hukum, khususnya

pembayaran upah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat
dipakai sebagai pedoman dan memberikan kontribusi dan memberikan
pemahaman mengenai pembayaran upah pada PT. Andalas Merapi

Timber.



2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan informasi dan menambah
wawasan cakrawala berpikir bagi penulis secara pribadi dan pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama bagi karyawan PT. Andalas
Merapi Timber.

E. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan

an, pembangunan

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

daerah;



c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan;
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
b. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan®

1. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan yang dibuat oleh

jo Pasal 20 ayat

dengan hadirnya

ransmigrasi RI
Nomor : PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia.

3. Kebiasaan

Perkembangan kebiasaan ini dapat dilihat dari :

O arta Saputra, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Bandung : Armico, HIm 2
bid, him 32



a. Pembentukan undang-undang dan peraturan lain di
bawah undang-undang tidak dapat dilakukan secepat
perkembangan masalah perburuhan yang harus diatur.

b. Peraturan dari zaman Hindia Belanda dulu sudah tidak
berlaku lagi.

4. Putusan

5. Perjanjian

jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992, pengertian pekerja diperluas :*2

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik

yang menerima upah maupun tidak

12| alu Husni, Op. Cit. HIm 35



b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang
memborong adalah perusahaan
c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

b. Pengusaha

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan dapat disebutkan yang

termasuk pengusaha adalah sebagai berikut™ :

Ny
PN e gy
all0 DuKan

Sedangkziﬂ
e e a <
0

1. Setiap bentuk usaha %?g b%an hukum atau tidak yang

sebagai

mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak,
milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Bzainal Asikin, Op. Cit. him 38
| alu husni, Op. Cit. him 37



2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain (Pasal 1 angka 6).

c. Organisasi pekerja/buruh.

Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperuangkan hak

dan kewajiban serta kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan

sewenang-wenang o @il@@gppyggstALAS

d. Organis asivp_‘é‘r'\guséha ﬂ

~ o~ -
i

~
x EY -~
- qQ A‘“ o 3
Organisasi_pengus [ 1kanrperan penting dalam hubungan
L il P |
~ N

=

ketenagakerjaan ang | berperan sama

dengan serikat pekerja dal;

Iy:.;.
&

etiap permasa;lé an yang terjadi.

e. Pemeri

Pemerintah e elaksanaan ketentuan

hukum yang_dibuat ang diperlukan demi

kepentin 3

hak-hak normatif pekerja di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan

onesia. Pelaksanaan

oleh sebab itu diperlukannya kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai

pelayanan publik .*°

3. Hubungan Kerja

a. Pengertian Perjanjian Kerja

®1bid, him 47



Dalam Pasal 1601 a KUHPerdata menjelaskan bahwa :

“ Perjanjian kerja dalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si
buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang
lain (si majikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan

dengan menerima upah”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan menjelaskan °:

- NIVERSITAS ANDAT ;1=
njian Kerja adalah suatu perjanjian-an

b. Berdasz [gan A , dengan UU

anai unsur-unsur

e ol (<
0
4. Waktu tertentu RO e
c. Dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa syarat sah perjanjian kerja :
1. Kesepakatan dua belah pihak

2. Kemampuan kecakapan melakukan perbuatan hukum

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

®1pid, him 54



4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Hak Pekerja

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan hak-hak pekerja/buruh adalah sebagai

berikut :
1. iap tenaga-kerja memiliki kesempatan yang-samatahpa diskriminasi

3. meningkatkan
dengan bakat,

sal 11)
4, ntuk mengikuti

: stiai dengan Bidang tug: ' asal 2 ayat (3))

5. erja ﬂmh kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan
kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan
ditempat kerja (Pasal 18 ayat (1))

6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga

sertifikasi (Pasal 23)



10.

11.

12.

13.

14.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri (Pasal 31)

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib
memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat

kecacatannya (Pasal 67)

Pengusaha yang mempekerjakan-pekerja melebihi waktu kerja
NlVERSlTAS ANDAT 4
aksud pada Pasal 78 ayat-(2) ﬁ/ﬁ

kerje rembur (Pasal

sebagaime embayar upah

—

Pengusaha wa U “istirahat 'dan cuti| kepada pekerja
Lo B - W :

(Pasal 79 aya

Pengusaha wajib m
pekerja untuk mela

)k an yang secukupnya kepada
f aka h yang diwajibkan oleh agamanya
(Pasa

Peker'la v,, ielama 1,5 (satu

setengah)” bula r“ u-} melahirkan vanak dan 1,5 (satu

setengah)—bulan idah melahirke itungan dokter

kandungan atau bidan (Pasal 82)

Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ¢, dan d, Pasal 80 dan Pasal
82 berhak mendapat upah penuh (Pasal 84)

Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi (Pasal 85 ayat

1)



15. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nila-nilai agama (Pasal 86 ayat (1))

16. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak-bagi-kemanusia
N\VERSITAS AND
ang membayar upah leb

17. Pengusaha

18. Setiz : ekerja erhake-untuk memperoleh jaminan
19. Setig " j ak ad  serikat pekerja

20. ~ pekerja dilakukan

- : -
21. hal terjad isan aha diwajibkan

membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta
uang pengganti hak yang seharusnya diterima (Pasal 156 ayat (1)).
B. Tinjauan Tentang Upah
1. Pengertian Upah
Menurut Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam



bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi Kkerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Adapun bentuk kebijakan tersebut sesuai Pasal 88 ayat (3) UU

Ketenagakerjaan adalah-";
. UN“]ERSITAS ANDALAS -

1.
2.

3.

>

o

E@h‘minimum { ﬂ

ah kerja
-~

pah tidal berhalangz

pah tida al I'ai‘T diluar pekerjaan

pah dalam menjal vaktu'istirahat ke“r‘j'a ya

H yah
Struk { ! al

r
A

10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut *:

a.

b.

Upah minimum berdasarkan wilayahprovinsi/kabupaten/kota.
Upah minimum berdasarkan sektor wilayah

provinsi/kabupaten/kota.

YHardijan Rusli, Op.Cit. HIm 86
'8 alu Husni, Op.Cit. HIm 148



C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perselisihan
1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja
dalam perusahaan, serta peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.’® Menurut Pasal 1 angka 22

UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 (untuk

selanjutnya disebut sebagai UUPP perselisihan hubungan industrial adalah

= NIVERSIT -
perbedaan pendapat.yang mengakibatkan pertentangdn antard pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan, pe

i

pekerja/serikat buruh hanyada

serikat pekefja/serikat buruh

karena adafnya perse isihan kepentingan, dan

perselisihan; pemutus elisihan antar serikat

2. Jenis- jenis Perselisihan |

Dari pe '\ diata
perselisiha

il.l.&i

lpunga

al 4 (empat) jenis

a. Perselisihan Ha

: erseli : (’S'r;nbul karena tidak
dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian Kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2
UUPPHI). Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H., perselisihan hak

(rechtsgeschil) adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak

Ugo dan Pujiyo , 2010 , Hukum Acara Pnyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,
Jakarta : Sinar Grafika , him 3
207aeni Asyhadie, Op. Cit, him 156



pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi

perjanjian itu ataupun menyalahi ketentuan hukum.

Setiap ada perselisihan hak, maka tata cara dan proses penyelesaiannya
adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pertama : Perundingan Bipartit

b. Tahap Kedua : Mediasi

c. Tahap Ketiga : Gugatan-melalui_ Pengadilan Hubungan Industrial

pembuatan/perubahan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
c. Perselisihan PHK
Perselisihan PHK dalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh

salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UUPPHI). Jadi Perselisihan PHK itu timbul



setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mana ada salah
satu pihak yang tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut.
Dengan kata lain setelah adanya PHK, maka timbullah perselisihan, yaitu
perselisihan PHK.

d. Perselisihan Antarserikat Pekerja/Serikat Buruh

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPPHI, perselisihan antarserikat

pekerja/serikat buruh adalah_pe ara_serikat pekerja/serikat buruh

dengan serikat jpekerja/serika i atan sahaan, karena

e

§

Menurut Undang-Updang 004 tentang Penyelesaian
& enyatakan bahwa penyelesaian
perselisi \ 104l ' enyelesaian diluar

pengadil V saian perselisihan
;\ «J
hubungan.industria u[ @‘ i be

KyDJAIAA
1. Penye\IeSa|£ '

Pay

Menurut Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Perundingan Bipartit

tidak adanya p rseéuaian paha anaan hak, dan

kewajiban kesefikat peke

3. Penyelesaian Perse

Perselisihan - Hubunganii

\

JB\N“

adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial. Undang-undang telah menentukan secara tegas bahwa setiap
perselisihan yang terjadi (perselisihan hak, perselisihan kepentingan,

perselisinan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja) antara pekerja



dengan pengusaha wajib hukumnya untuk diselesaikan sendiri oleh
pihak-pihak yang berselisih, yaitu secara bipartit sebelum menempuh
jalur penyelesaian yang lainnya.

2. Penyelesaian Melalui Mediasi

Pasal 8 UUPPHI menyebutkan penyelesaian perselisinan melalui

mediasi dilakukan olen mediator yang berada di setiap kantor instansi

yang be uu-q %QI@A@%WR

Mediasi m

lebih m¢ ILIm perundi

jaan_Kabupaten/Kota.

>
aéﬂr dua pihak atau
=

ngan'baﬂ an pihak netral

suatu proses penyelesaian sengket

yang tidak memili

A
3. Penyelesaian Mela
Berdasarkan Pasal
penyelesai / oleh konsiliator
yang ter(ia 9 -_I!l-‘v.ﬁll.“ g Iawab dl bldang
< = 5
ketenagakerjaan :mﬂv%
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4. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Tahun 2004 disebutkan bahwa

Pada Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelesaian
perselisinan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan.

?Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta
: RajaGrafindo Persada, 2010, him 12



Sedangkan penyelesaian perselisinan hubungan industrial melalui
pengadilan diatur dalam Pasal 55-Pasal 60 UU No. 2 Tahun 2004.
Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu penyelesaian
perselisinan melalui pengadilan yang dibentuk di lingkungan pengadilan
negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap

perselisinan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial

ke Mahkamah Agung b§

3 -bukti barutyang ditemukan
o ﬁ p

oleh salz ”§atu pihak yange

F. Metode

atau data sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan (di
samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).??

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

?2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 2003, him 13



a. Statute Approach yakni pendekatan menggunakan peraturan perundang-
undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan
perundang-undangan , karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.?

b. Case Approach (Pendekatan Kasus)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (case

approach) dalam penelitian—nermatif__bertujuan untuk mempelajari

- IVERSITAS ANDA
penerapan: _-4 a atau kaidah hukun

n dalam praktik

ang telah dfpu us sebagaimana

hukum. rarutama mengen -Kasu:
'~
Lo P Y L)
yang dapat diliha lensiterhadap. perkara-perkara yang

Lo B - W
. ~ N
menjadifokus per

Bahan "kum
L " -
Penelitian ini menggunakaih bahz an hukum sebagai berikut :

a. Bahan'Hu

Bahan Hukum P % Ii Ev“l )ukum yang mengikat dalam

hal ini berdpa pera Rdant ang.terkait untuk itu antara

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

2Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya :
Bayumedia Publishing, 2005, him 302
#Ibid, him 321



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

5. PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

6. Hasil kesepakatan penyelesaian diluar pengadilan

7. Putusan pengadilan dengan Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2104/PN.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

-

primer sepertil hasil karya dari

Bahan erikan penjelasan

maupun sekunder, seperti

U~
Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah
penelitian. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subjek penelitian.



b. Studi Literatur

Studi Literatur adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang akan atau sedang diteliti.

¢. Bahan Non Hukum

ancara dengan

, unsur pekerja

alui proses editing
yaitu merapikanskembea ah dipeéroleh dengan memilih
data yang-sesuai’dengan keperluan-dan tujuan penelitian’sehingga didapat
suatu kesimpulan—a : yang— nantinya akan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.
b. Analisis Bahan

Setelah bahan hukum dan non hukum diperoleh selanjutnya di

analisis secara kualitatif menurut prinsip-prinsip penelitian hukum



normatif antara lain sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, kesesuaian

hukum dan perbandingan hukum.
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